
BUPATI NGANJUK

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 3C TAHUN 2011

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI NGANJUK,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 44, pasal
47 ayal (3), Pasal 86 ayat (1), Pasal 95 ayat (3), pasal g6 ayat (7),
Pasal 98 ayat (3), Pasal g9 ayat (2) dan pasal 100 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 0B Tahun z01o
tentang Pajak Daerah, maka perlu mengatur Ketentuan dan Tata
cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
dengan Peraturan Bupati.

Mengingat '. 1. Undang-Undang Nomor 12Tahun 1g50 tentang pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1g50
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 9)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik indonesii
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor B Tahun 1981 tentang Kitab Undang_
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1gB1 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 32Og) ;

Undang-Undang Nomor 1g Tahun 1gg7 tentang penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Re[ublik
lndonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
diulah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3987);
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4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor a189) ;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya

Air (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

32, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4377);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor a389) ;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4837);

B. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4438',

9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4959);

10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5049) ;

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata

Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan

Surat Paksa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4049)',

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4578)',



Menetapkan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembardn Negara
Republik lndonesia Nomor a593);

l4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007 ,

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Nganjuk

Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat ll Nganjuk;

l6.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008

Nomor 02) ;

lT.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2010

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk

Tahun 2010 Nomor 01).

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN DAN TATA
CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN

BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Nganjuk.

4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Nganjuk.

5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.

6. lnstansi Pemungut adalah lnstansi yang oleh Undang-Undang

diberi kewenangan untuk memungut pajak.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi

wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau

Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
VanaVrrtt tron rcVttcl +



" B. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usa,ha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik

Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas

kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik

dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk

dimanfaatkan.

10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat

dikenakan pajak.

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan

ketentuan peratu ran peru nda n g-u ndan gan perpajakan daerah.

12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau
jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling

lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib

Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak

yang terutang.

13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada

suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam

bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah.

14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari

penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan

besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan

pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat

SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk

melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek
pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan

kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah.

16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD

adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah

dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan

dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran

yang ditunjuk oleh Bupati.
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17.
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Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan

besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. ,'
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya

disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang

menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,

jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi

administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang

selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak

yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah

ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat

SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
jumlah pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau

pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya

disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang

menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena

jumlah kredit lebih besar dari pada pajak yang terutang atau

tidak seharusnya terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD

adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi

administratif berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, danlalau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang

terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,

SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat

Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas

keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,

SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau

pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib

Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang

dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku.

Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan pajak atas

banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan

oleh Wajib Pajak.

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh

Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan

penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan

gugata n berdasa rkan peraturan perundang-undangan.
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Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan

biaya penagihan pajak. ,

Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk''menguasai
barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk

melunasi utang pajak menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan

secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi

keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan

dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan

barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan

keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode

tahun pajak tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan

mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan

secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

pajak daerah.

Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah

yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

31.

32.

BAB II

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH DAN DASAR

PENGENAAN PAJAK

Pasal 2

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan
jelas, benar, lengkap dan jujur serta ditandatangani oleh Wajib

Pajak atau Kuasanya disampaikan kepada Bupati atau Pejabat

yang ditunjuk sesuaijangka waktu yang ditentukan.

(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1)Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan

Batuan.
I
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(2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan, nilai pasar

atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam

dan batuan.

(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga

rata-rata yang berlaku di lokasi setempat diwilayah daerah yang

diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN

DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI

ADMINISTRATIF

Pasal 4
(1)Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala

Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD,

SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang

dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau

kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan

tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.

(2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat .

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif

berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang

menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,

dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib

Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan dan membatalkan SKPD, SKPDKB,

SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak

benar;

c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang

dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara

yang ditentukan; dan

d. mengurangkan ketetapan pajak yang terutang berdasarkan
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau

kondisi tertentu obyek pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau

penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau

pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.



BAB IV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 5
(1)Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib pajak dapat

mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah

atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu

paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

telah dilampaui dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian

pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus

diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
pajak tersebut;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu pating

lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan

setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah atau Pejabat yang

ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)

sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran
pajak.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran
Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 6
(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang

Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa

diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
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BAB VI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 7
(1) Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit

Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib

menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.

(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata

cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pacia

ayal (1) diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 8
(1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk benruenang

melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,

dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang

berhubungan dengan obyek pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau

ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna

kelancaran pemeriksaan ; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak

diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dilakukan oleh Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Nganjuk dan dibantu oleh lnstansi terkait sebagai unsur koordinatif.



Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam

Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk

pada tanggal 3 Januari2011

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 3 Januari20l1

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. SUMARLAN. M.Si
Pembina Utama Madya
NtP. 19550221 198003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2011 NOMOR 3C SERI G

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Pembina
NtP. 19600902 199103 1 005


